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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terbukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan peredaran narkotika. Unsur perbuatan materiil terpenuhi melalui fakta bahwa terdakwa menerima dan menjual narkotika jenis sabu kepada pihak lain. Unsur objek berupa narkotika Golongan I dibuktikan melalui hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang sah. Dengan demikian, penerapan Pasal 114 ayat (1) dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum positif dan asas legalitas.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa telah mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana dan prinsip keadilan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga kondisi pribadi terdakwa, seperti belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya. Keadaan yang memberatkan dan meringankan dinilai secara proporsional sebelum menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menunjukkan adanya penilaian mandiri hakim yang berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan merupakan hasil pertimbangan yang rasional, objektif, dan berkeadilan.
3. Implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn telah diterapkan secara seimbang dengan mengintegrasikan teori pemidanaan retributif, preventif, dan rehabilitatif. Pidana yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa sebagai pengedar narkotika skala kecil. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum, namun tetap memberikan sanksi yang cukup tegas untuk menimbulkan efek jera. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan diarahkan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pembinaan. Dampaknya, putusan tersebut berpotensi mendukung efektivitas pemberantasan kejahatan narkotika secara berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan.
4. Kendala utama dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I adalah kecenderungan penyamarataan pemidanaan tanpa membedakan peran pelaku dalam mata rantai peredaran narkotika. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku tingkat bawah. Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan upaya hakim mengatasi kendala tersebut melalui penerapan individualisasi pidana dan proporsionalitas pemidanaan. Upaya yang dapat dilakukan ke depan adalah memperkuat diferensiasi peran pelaku, meningkatkan konsistensi putusan, serta mengoptimalkan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika dapat berjalan lebih efektif, adil, dan manusiawi.
B. Saran

1. Hakim diharapkan terus mengoptimalkan penerapan asas individualisasi pidana dan prinsip proporsionalitas dalam perkara narkotika, khususnya terhadap pelaku pengedar skala kecil. Pertimbangan yang lebih mendalam terhadap peran pelaku dalam mata rantai peredaran narkotika perlu dipertegas dalam putusan. Hal ini penting untuk mencegah pemidanaan yang bersifat menyamaratakan dan untuk mewujudkan keadilan substantif.
2. Penyidik dan penuntut umum disarankan untuk memperkuat pembuktian terhadap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Upaya penegakan hukum hendaknya tidak hanya berfokus pada pelaku lapis bawah, tetapi diarahkan pada pengungkapan pelaku utama atau bandar. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan narkotika dapat ditingkatkan secara struktural dan berkelanjutan.
3. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait klasifikasi pelaku dan fleksibilitas pemidanaan. Pengaturan yang lebih rinci mengenai diferensiasi peran pelaku narkotika diperlukan agar hakim memiliki pedoman normatif yang lebih jelas. Selain itu, perlu dipertimbangkan penguatan alternatif pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi bagi pelaku tertentu.
4. Lembaga pemasyarakatan diharapkan meningkatkan program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana narkotika. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim harus diikuti dengan pembinaan yang efektif agar tujuan pemidanaan tercapai. Program reintegrasi sosial perlu diperkuat untuk menekan angka residivisme pasca pemidanaan.

